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P U T U S A N

Nomor : 115/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 

pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan 

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, 

tempat tinggal di, KABUPATEN TEBO,  sebagai Penggugat; 

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat 

tinggal di, KABUPATEN TEBO sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang 

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 

115/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 21 Mei 2013 telah mengajukan permohonan cerai 

gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada 

tanggal 10  Oktober 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), 
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KABUPATEN TEBO, sebagaimana bukti berupa ,Duplikat Kutipan Akta Nikah 

Nomor: KK.05.09.1/PW.01/110/2013, tertanggal 25 Maret 2013;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang 

isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah 

orang tua Penggugat di Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten 

Tebo, selama 6 bulan, kemudian pindah di kediaman bersama di rumah sendiri di 

Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya 

berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang 

anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk) umur  12 Tahun. 

Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak awal bulan Oktober tahun 2012 kerukunan tersebut tidak 

didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tanggga, yaitu setiap terjadi 

pertengkaran Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

b.Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga;

c. Tergugat bersifat cemburu buta;

d. Tergugat mengalami gangguan jiwa (setres);

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi 

pada  tanggal 3 Januari 2013, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 

sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di 

masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka 

selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap 

kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang 

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun 

telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 115/

Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 29 Mei 2013 dan tanggal 14 Juni 2013 dan ketidakhadiran 

Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan 

kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak 

berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat 

dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-

alat bukti sebagai berikut:

1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.05.09.1/PW.01/110/2013 

tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama, KABUPATEN TEBO yang telah dinazzeglen, setelah dicocokkan 

ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

2.    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 

150904440680005, yang dikeluarkan oleh Kepala inas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil, Kabupaten Tebo, tahun 2010, yang telah dinazzeglen dan telah 

dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga 

mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat 

tinggal di, KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada 

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ketua RT di 

lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- -Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal di Desa Purwoharjo dirumah orang tua 

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang 

ikut bersama Penggugat;

- Bahwa Setahu saksi Tergugat stres,  sering memukul istrinya hal ini saksi lihat 

sendiri  dirumah Penggugat sekitar jam 8 malam saksi lihat 2 x Tergugat 

memukuli Penggugat, kalau ada orang Tergugat baik-baik saja, kalau tidak ada 
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orang Tergugat mulai kumat  dan cerita dari tetangga kata dokter Tergugat saraf 

kecilnya kena kejadian ini saksi lihat sekitar bulan Februari 2013 yang lalu;

- Bahwa  Penggugat dan Tergugat Tidak lagi serumah,  sudah pisah lebih kurang 4 

(empat) bulan, karena Penggugat lapor sama saksi  bahwa ia sudah pisah dengan 

Tergugat;

- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah 

dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2PENGGUGAT, umur  48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat 

tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada 

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak  yang sekarang 

ikut bersama Penggugat;

- Setahu saksi Tergugat kurang waras,  hal ini karena saksi dimintai tolong oleh 

keluarganya kalau Tergugat ngamuk, Tergugat pernah diikat dan pernah 

disarankan untuk berobat kerumah sakit jiwa karena Tergugat memukuli 

Penggugat dan ada juga istri tetangga  mau diminta Tergugat dengan cara teriak-

teriak didepan rumah dan dijalan meminta istri orang lain  hal ini saksi lihat 

sendiri dan Tergugat juga sudah membuat resah masyarakat;

- Bahwa hingga saat ini sudah  6 bulan  Penggugat dan Tergugat berpisah tempat 

tinggal

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, 

tetapi tidak berhasil.
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Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat 

bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat 

menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita 

acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana 

yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 076/Pdt.G/2013/

PA.Mto., tanggal 10 April 2013 dan tanggal 16 April 2013,  pihak Tergugat telah 

dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan hal tersebut telah 

sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus 

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak 

dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 

dalil  Syar’ii dalam Kitab Ahkaaamul Qur-an  juz IV hal 405, yang  selanjutnya 

pendapat ini dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim berbunyi:

 F GHI  JKL M NO F GL P QRGS RGT F HUV  P R F UHV  W GTX YZ P R

[G \ V ]
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Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di 

persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, 

maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya”.

karenanya perkara ini telah dapat diperiksa  walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan 

pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha 

memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan 

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak 

pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena 

sejak awal bulan Oktober tahun 2012 antara Penggugat dengan tergugat, sering terjadi 

perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tanggga, yaitu setiap terjadi 

pertengkaran Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat.

b.Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga.

c. Tergugat bersifat cemburu buta.

d. Tergugat mengalami gangguan jiwa (setres).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi 

kode P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah 

dinazegelenkan sehingga telah memnuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat 

tersebut ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan gugatan Penggugat 

sehingga memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 ternyata bahwa 

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 

Juni 2001 dan bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, sementara  perkara ini termasuk 

dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan pasal 73  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara 

Tebo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi 

masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT (Ketua RT) dan SAKSI 2 

PENGGUGAT (tetangga Penggugat) yang telah memberikan keterangan dibawah 

sumpahnya, menerangkan bahwa memang benar telah terjadi perselisaihan dan 

pertangkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan 

Tergugat telah pisah rumah; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa telah ada 

upaya untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil,  

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah 

dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga 
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Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, 

sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai 

dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah 

diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-

surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap 

dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis 

Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa 

Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat 

tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang 

yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang 

merupakan fakta hukum sebagai berikut:

-  Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun 

sejak bulan Oktober 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

Tergugat mengalami gangguan kejiwaan dan sering memukul Penggugat;

-  Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat 

tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal  yang sampai 

dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan);

-  Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak 

berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah  sebagaimana disebutkan dalam 

firman Allah  SWT dalam surat Arruum  ayat 21 yang berbunyi;

                     

Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.115/Pdt.G/2013/PA.Mto.
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat 

Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV 

halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

 _̀abcdcRc ]ce  _fagcVcR HchijcklOcm  lZcNldin lF cG lo cpqm cr csctluv loqwcL
if cxcyHczh iGlv { c| Hckih lGHcL 

Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak 
ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara 
keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”. 

Dan Qaedah Fiqhiyah dalam Kitab  Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi;

                                                                q~ qGHc� h cG lv q{ lscN W cscY ���Zc�iR Zq| Hczh cGlvi�lycb

Artinya: Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil  

kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 

379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang 

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka 

rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan 

Penggugat menderita sehingga  dapat menimbulkan kebencian dari Penggugat terhadap 

Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 

istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan 

demikian maka berdasarakan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi 

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) 
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Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,  pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan 

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh 

karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan 

dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan  

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah 

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai 

Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam 

daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara 

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke 

persidangan;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.115/Pdt.G/2013/PA.Mto.
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2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat  (PENGGUGAT);

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan  

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah 

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai 

Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam 

daftar yang disediakan untuk itu;

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama  

Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 

Syakban 1434 H, oleh Dra. EMANELI sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh ASRORI 

AMIN, S.H.I dan MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H sebagai Hakim Anggota, putusan 

mana pada hari itu juga dijatuhkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka 

untuk umum dalam rangka sidang keliling yang dilaksanakan di Aula Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Rimbo Bujang, dibantu oleh HUDORI, S.Ag sebagai Panitera 

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. EMANELI

Hakim Anggota,
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1. ASRORI AMIN, S.H.I.

2. MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H

                            

Panitera Pengganti,

                            HUDORI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran  Rp   30.000,00

2 Biaya Proses           Rp   50.000,00

3 Biaya Panggilan   Rp 270.000,00

4 Redaksi                   Rp     5.000,00

5 Meterai    Rp     6.000,00

Jumlah   Rp 361.000,00    ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Putusan No.115/Pdt.G/2013/PA.Mto.
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